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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul : (2022) “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem 

Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang 

(Studi PNM Mekaar Desa Beringin Jaya 

Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan 

Batu Selatan). 

 

 

Hutang piutang secara Hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan 

anjuran agama supaya hidup dengan saling tolong menolong, Dalam Praktik 

hutang piutang di PNM Mekaar Desa Beringin Jaya adalah peminjamannya 

berbasis kelompok dan dalam pembayaran hutang PNM Mekaar memberlakukan 

system dalam pembayaran hutangnya yaitu system Tanggung Renteng, dimana 

dalam system tersebut memberlakukan adanya tanggung jawab bersama, yaitu 

jika ada anggota yang berhenti membayar angsuran maka menjadi tanggung 

jawab anggota lain dalam kelompok tersebut. 

Rumusan masalah, Pertama Bagaimana Sistem Tanggung Renteng dalam 

Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan? Kedua, Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah 

tentang sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar 

Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan?  

Tujuan penelituan ini untuk mengetahui sistem Tanggung Renteng dalam 

pembayaran hutang di PNM Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Sistem 

Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Beringin 

Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat deskriptif analisis, diperkaya dengan ada kepustakaan. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Dalam 

pengolahan datanya dilakukan melalui editing, klasifikasi, interprestasi, dan 

sistemating.  

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan, Pertama, Praktik 

sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar dianjurkan 

hanya untuk masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah. Kedua, 

Tinjauan Fiqh Muamalah tentang sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran 

Hutang yaitu setiap tansaksi atau akad harus disertai adanya Rukun dan Syarat di 

dalamnya karena merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah akad. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Fiqh Islami mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan 

individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara dan 

hubungan bilateralnya baik ketika dalam keadaan damai atau perang yang tujuan 

akhirnya adalah umtuk membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan di 

akhirat. 

Muamalah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu 

dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan 

antara negara Islam dengan negara-negara yang lain.
1
 

Utang piutang atau Al-qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dapat di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
2
. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5):  

ثْماِاعَلىَاتعََاوَنوُْااوَلَا َااوَاتَّقوُاۖ ااوَالْعُدْوَاناِاالِْ
َاااِنَّاۖ اااّللٰ

الْعِقاَباِاشَدِيْداُااّللٰ  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya.”        

                                                             
1
 Abdul Aziz Muhammad Azzam,  Fiqh Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 

h. 6. 
2
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakkarta: Pustaka Pelajar, 

2008), h. 254. 
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Secara Terminologi syara‟ ulama fiqh berbeda pendapat dalam 

mendefinisikanya, antara lain: 

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah 

Qard adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti 

dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang 

dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada 

orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. 

2. Menurut ulama Malikiyah 

Qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai 

imbalan atau tambahan dalam pengembalianya. 

3. Menurut ulama Hanabilah 

Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan 

ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya. 

4. Menurut Sayyid Sabiq 

Pengertian Qard di dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi qard 

sebagai harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada orang yang 

meminjam, agar muqtarid mengembalikan yang serupa dengannya kepada 

muqrid ketika telah mampu. 

5. Menurut Hasbi As-Shiddiqi 

Qard adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari 

kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainya dan ia 

menghabiskan harta tersebut untuk kepentinganya, kemudian ia harus 

mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. 
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Berdasarkan pengertian ini maka qard memiliki dua pengertian yaitu: 

I‟arah yang mengandung arti Tabbaru‟ atau memberikan harta atau 

seseorang dan akan dikembalikan, dan Mu‟awadah karna harta yang 

diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan 

dihabiskan dan dibayar gantinya.
3
 

Pemerintah meluncurkan PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar 

yang tujuannya ialah membina masyarakat sejahtera, Sistem atau strategi yang 

dikembangkan dalam menyelesaikan masalah kredit macet. Dalam PNM ( 

Permodalan Nasional Madani) khususnya program Simpan Pinjam Kelompok 

Perempuan, penyelesaian kredit macet dilakukan secara Tanggung Renteng, 

artinya jika ada salah satu anggota kelompok yang mengalami kemacetan dalam 

pengembalian hutang, maka hal itu menjadi tanggung jawab bersama anggota 

kelompok tersebut. 

PT. PNM ( Permodalan Nasional Madani), didirikan sebagai pelaksanaan 

dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 

tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp. 1,2 triliun dan modal disetor 

Rp.300 milliar, melalui Kep Menkeu No. 478 KMK 017 tanggal 15 Oktober 1999, 

sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 23 tahun 1999, PNM ditunjuk 

menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 

skim Kredit Program. 

Salah satu praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang 

di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan 

                                                             
3
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274. 
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Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, mereka melakukan transaksi hutang 

piutang yang saat ini sudah memiliki 3 kelompok di Cabang Desa Beringin Jaya 

Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan tersebut, pelayananya 

berbasis kelompok yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan yaitu hanya 

diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan menggunakan survei 

langsung di tempat tinggal warga tersebut yang terdiri dari 10 sampai 15 orang 

dalam kelompok tersebut, dimana Nominal peminjamannya sudah ditentukan 

yaitu Rp 2.000.000 per anggota dengan kurun waktu satu tahun dan dilakukan 

dengan Sistem Tanggung Renteng. 

Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM 

(Permodalan Nasional Madani) Mekaar Cabang Desa Beringin Jaya Kecamatan 

Torgamba Kabupaten Labuhan Batu selatan tersebut dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: Pihak yang berhutang meminjam uang kepada piutang (Kreditur),  

piutang juga memberikan syarat kepada pihak-pihak berhutang, yaitu 

menggunakan Sistem Tanggung Renteng dengan waktu pengembalian yang sudah 

ditentukan. 

Dimana proses pengembalian/angsuran dilakuakan seminggu sekali dalam 

kurun waktu satu tahun, jika dalam waktu dan tempat yang sudah di 

musyawarahkan ada satu anggota atau lebih berhenti membayar dalam kelompok 

tersebut untuk pengembalian hutangnya, maka semua pihak dalam satu kelompok 

tersebut harus bertanggung jawab yaitu dengan membayar dan melunasi sisa dari 

hutang yang ditinggalkan dari pihak yang menghilang atau tidak bisa melunasi 

hutang tersebut sampai pelunasan diselesaikan, sehingga memungkinkan ada 



5 

 

pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, 

sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri.
4
 

Berdasarkan Fenomena ini, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

untuk menyusun proposal ini dengan judul: “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang 

Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi Kasus PNM 

Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan 

Batu Selatan, Sumatera Utara).” 

B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah ini berfungsi agar tidak terjadinya perluasan masalah 

dalam penulisan yang di angkat, yaitu analisis terhadap Sistem Tanggung Renteng 

di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang 

di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar Desa Beringin Jaya 

Kecamatan Torgamba Kab Labuhan Batu Selatan? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Sistem Tanggung Renteng 

Dalam Pembayaran Hutang di PNM (Permodalan Nasional Madani) 

Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan 

Batu Selatan. 

 

 

 

                                                             
4
 Sumini, anggota kelompok PNM Mekaar, Wawancara, 15 Februari 2021, jam 15.00- 

16.30 WIB. 



6 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam 

Pembayaran Hutang  di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar 

Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan. 

b. Untuk Menganalisis Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Sistem 

Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM (Permodalan 

Nasional Madani) Mekaar Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian.  

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan Fiqh Muamalah 

tentang Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang atau Al-

qardh. 
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BAB 1 :  PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan 

menyeluruh mengenai materi yang dibahas, di dalamnya terdiri 

dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan kegunaan penulisan, metodologi penelitian serta 

sistematika penulisan.  

BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisikan penjelasan tentang letak geografis, demografis, 

agama, pendidikan keadaan sosial keadaan di Kecamatan 

Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 

BAB III :  TINJAUAN TEORITIS 

Bab ini berisi gambaran Al-qardh yang meliputi definisi Al-qardh 

dan dasar hukum Al-qardh. Meliputi dari buku-buku yang berisi 

pembahasan Al-qardh. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat ini berisi tentang pembahasan Praktik Sistem 

Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang dan Tinjauan Fiqh 

Muamalah terhadap sistem tanggung renteng dalam pembayaran 

hutang di PNM Mekaar Cabang Desa Beringin Jaya Kecamatan 

Torgamba Kab Labuhan Batu Selatan. 
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BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan dan saran-saran 

yang berpijak dari hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TEORI TERDAHULU 

A. Utang Piutang (Al-Duyun) 

1. Pengertian dan Dasar Hukum 

 Utang piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain 

tanpa imbalan. Pihak berutang merupakan pemilik atas Utang yang diterimanya. 

Oleh karena itu perjanjian utang piutang hanya dipandang sah bila dilakukan 

oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya, yaitu orang-orang 

yang telah baligh dan berakal sehat. 

 Utang piutang dibolehkan berdasarkan Hadits Nabi SAW yang artinya 

sebagai berikut: 

“Seorang muslim yang memberi Utang dua kali kepada orang muslim lain, 

mendapat pahala seperti shadaqah satu kali”. (H.R. Ibnu Mas‟ud dan Ibnu 

Hibban). 

 Hadits tersebut mengajarkan bahwa memberikan Utang kepada orang lain 

yang benar-benar membutuhkan itu merupakan salah satu macam kebaikan yang 

bernilai ibadah kepada Allah SWT. 

 

2. Rukun dan Syarat 

 Unsur perjanjian utang piutang adalah seperti halnya unsur-unsur yang 

terdapat pada perjanjian perikatan-perikatan lainnya. Sedang obyek Utang 

piutang dapat berupa benda uang atau benda yang mempunyai persamaan.  
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Untuk sahnya perjanjian utang piutang, obyek harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan 

penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda Utang. 

b. Dapat dimiliki. 

c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berUtang. 

d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.
5
 

  Dalam perjanjian Utang piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan 

umum hadits  

berhak waris atas harta peninggalan setelah bersih dari utang-utang, dan bagi para ahli 

waris pihak berpiutang, mereka merupakan para Nabi SAW. Riwayat Abu 

Dawud, Ahmad, Turmudzi dan Darul Quthni berasal dari „Amr bin „Auf Al-

Muzanni yang mengajarkan: “Ummat Islam terikat oleh syarat syarat yang 

mereka adakan”. Misalnya bila seseorang berutang uang dengan syarat 

dibayarkan kembali berupa cincin seharga Utang tersebut, maka syarat itu harus 

dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena syarat seperti itu tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam. 

  Beda halnya bila dalam perjanjian Utang piutang diadakan syarat bahwa 

pihak berutang harus mengembalikan utangnya dalam waktu tertentu dengan 

tambahan prosentase tertentu, maka syarat semacam itu tidak dibolehkan, karena 

bertentangan dengan ajaran Islam (makan riba). Bahkan tidak dibenarkan pula 

                                                             
 5 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islan tentang Riba, Utang piutang, Gadai, (Bandung: 
1983), h. 39. 
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bila syarat itu tidak merupakan pemberian tambahan zang bersifat materi tetapi 

bersifat jasa. 

   

  Syarat- syarat seperti itu dilarang guna memelihara kemurnian perjanjian 

Utang piutang agar tetap bernilai ibadah kepada Tuhan dengan jalan memberi 

pertolongan kepada pihak yang berUtang. 

 

3. Utang Piutang dan Masalahnya 

 Utang piutang berakhir dengan adanya hal-hal sebagai berikut. 

a. Utang telah terbayar sepenuhnya. 

b. Salah satu pihak meninggal dunia. 

c. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak lain. 

d. Pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya.
6
  

 Perjanjian utang piutang adalah merupakan pemberian milik dari pihak 

berpiutang kepada pihak berutang, dengan ketentuan akan dbayarkan kembali 

gantinya pada waktu yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, jika utang telah 

terbayar, maka berakhirlah perjanjian utang piutang itu. 

 Mengenai masalah pembayaran utang ini ada beberapa hal yang perlu 

diketahui, yaitu hal-hal yang menyangkut siapa yang berhak menagih 

pembayaran utang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat 

pembayaran, biaya-biaya pembayaran  dan sesuatu yang dibayarkan. 

                                                             
 6 Ibid, h. 41. 
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 Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak berpiutang sendiri 

atau wakilnya jika ia mewakilkan kepada orang lain, atau walinya, jika ia berada 

dibawah perwalian, atau ahli warisnya jika ia telah meninggal atau orang yang 

menerima wasiat untuk menagih, jika sebelum meninggal ia memberikan wasiat 

tersebut. 

 Jika pihak berpiutang atau penggantinya tidak mau menagih, pihak 

berpiutang dapat mengajukan hal itu kepada hakim, dan hakimlah yang 

kemudian memerintahkan kepada pihak berpiutang untuk menerima kembali 

pembayaran piutangnya, atau jika tetap menolak juga, supaya membebaskannya. 

Jika untuk membebaskan itupun ia menolak juga, maka hakimlah yang 

menerima pembayaran utang tersebut dan dengan demikian bebaslah pihak 

berutang dari tanggungan utangnya. 

 Waktu pembayaran utang bergantung pada isi perjanjian yang diadakan. 

Jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayaran 

maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu membayarkan kembali 

utangnya itu. 

 Dalam perjanjian Utang piutang, hubungan perorangan antara pihak 

berutang dan pihak berpiutang memegang peranan penting. Pihak berutang 

dipandang cakap mempunyai tanggungan utang pada waktu masih hidup, 

demikian pula pihak berpiutang hanya berhak memberikan miliknya untuk 

sementara waktu pada waktu ia masih hidup sepeninggalnya, hak miliknya 

pindah kepada ahli waris. Oleh karena itu, perjanjian utang piutang menjadi 

terhenti dengan meninggalnya salah satu pihak. Jika utang piutang bertenggang 
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waktu tertentu, maka tenggang waktu tersebut menjadi batal, dan sepeninggal 

salah satu pihak, pembayaran utang harus dilakukan. Bagi para ahli waris pihak 

berutang, mereka hanya pemilik baru atas harta peninggalan pihak berpiutang 

itu. 

 Imam Ahmad bin Hambal memandang bahwa hak tenggang waktu itu 

masih dapat dilangsungkan oleh ahli waris pihak berutang, bila mereka bersedia 

memberikan jaminan atas utang tersebut berupa jaminan barang (gadai) atau 

jaminan orang. 

 Hukum Islam memandang perjanjian-perjanjian utang piutang sebagai 

perjanjian yang tidak mengikat, perjanjian yang boleh dilangsungkan dan boleh 

tidak dilangsungkan dari dua belah pihak. Oleh karena itu masing-masing pihak 

berhak membatalkannya secara sepihak, meskipun pihak yang lain tidak 

menyetujuinya. 

 Tetapi harus diperhatikan, sesuai dengan adanya nilai keagamaan dalam 

perjanjian utang piutang menurut Hukum Islam, hak membatalkan perjanjian 

tersebut harus tidak bertentangan dengan nilai keagamaan itu. Misalnya 

pembatalan dilakukan bila diketahui setelah terjadi perjanjian utang piutang, 

pihak berutang ternyata akan menggunakan utangnya untuk berjudi dan 

sebagainya. 

 Suatu perjanjian utang piutang dianggap berakhir jika pihak berpiutang 

membebaskan seluruh piutangnya. 

 Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak yang membebaskan harus 

memenuhi syarat-syarat, baligh, berakal sehat, cakap bertabarru ( melepaskan 
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hak milik tanpa imbalan) dan dilakukan dengan sekarela. Jika salah satu syarat 

tersebut tidak terpenuhi, maka pembebasan utang tidak sah. Jika pembebasan 

dilakukan orang dalam keadaan sakit yang membawa kematian diperlukan 

hukum wasiat, yang hanya berlaku dalam batas sepertiga harta warisan.
7
 

 

B. Hiwalah  

1. Pengertian Hiwalah 

Hiwalah dalam arti bahasa berasal dari kata tahwil yang 

sinonimnya intiqal , artinya memindahkan. Ibrahim Anis dan kawan-

kawan mengatakan bahwa hiwalah berasal dari akar kata : hawwalah yang 

sinonimnya : ghayyara, artinya mengubah dan memindahkan.
8
 Hiwalah 

adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berutang/berpiutang 

kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya.
9
 

Hiwalah adalah akad pengalihan utang dari pihak pertama kepada 

pihak kedua yang memiliki hutang pada pihak pertama. Akad ini menjadi 

dasar Lembaga Anjak Piutang Syari‟ah.
10

 

Abdurrahman al-Jarizi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

hiwalah menurut bahasa ialah: “Pemindahan dari satu tempat ketempat 

yang lain”
11

  

                                                             
  7 Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 147. 

 
8
 Achmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 447. 

9
 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 107. 

10
 Ahmad Taufiq Harahap “Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syari‟ah 

,  “Bisnis Corporate, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 10. 
11

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.117. 
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Dalam pengertian istilah, Hanafiyah memberikan definisi hiwalah 

sebagai berikut: 

“Hiwalah adalah memindahkan tuntutan atas utang dari 

tanggungan orang yang berhutang kepada tanggungan multazim”
12

 

Sayid Sabiq memberikan definisi hiwalah sebagai berikut: 

Hiwalah  adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang 

memindahkan kepada tanggungan orang yang dipindahi utang.
13

 

Secara muamalahnya, hiwalah adalah pemindahan hak atau 

kewajiban yang dilakukan pihak pertama (muhil) kepada pihak kedua 

(muhal alaih) untuk menuntut pembayaran utang atau membayar utang 

dari pihak ketiga (muhal), karena pihak ketiga berhutang kepada pihak 

pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua atau karena 

pihak pertama berutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksud 

sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak akan 

didasarkan kesepakatan bersama.
14

 

Fiqh pemindahan hutang secara mutlak atau Hiwalah  muthalaqah  

(pemindahan hutang tanpa menyebut utang yang dimiliki sebagai ganti 

rugi) dibolehkan, dalam dunia komersial hal ini kemungkinannya kecil 

dilaksanakan mengingat tingginya rediko pembiayaan yang tidak terinci 

secara jelas , karenanya yang dapat dilaksanakan adalah pemintahan 

hutang secara terikat atau hiwalah muqayadah  (pemindahan hutang atas 

                                                             
12

 Ahmad Taufiq Harahap Op cit, h. 448. 
13

 Ibid 
14

 Adiwarman Al Karim, Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani press, 2001), h. 

117. 
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hutang yang dimiliki sebagai gantinya) karena kejelasannya dan resiko 

yang dapat dipagari.
15

 

Dalam Islam, perpindahan hutang dianggap mutlah artinya, orang 

yang telah dibayar piutangnya terbebas akad atau without recource  

kecuali jika disebutkan ada kemudahan penagihan  dalam akad, tetapi 

dalam kenyataannya sulit dilakukan. Dalam hal ini, dibolehkan bagi bank 

untuk kembali kepada orang yang telah dibayar piutangnya atau with 

resource. Perpindahan hutang bisa dilakukan bila hutang itu sudah jatuh 

tempo dalam tanggungan orang yang berpiutang. Pada pembahasan fiqh  

klasih , tidak disebutkan pihak yang menerima pindahan utang tersebut 

boleh atau tidak mendapat manfaat karenanya. Ini disebabkan Hiwalah  

termasuk  akad. 

Hiwalah adalah akad yang berdasarkan rsa kasih sayng kepada 

orang-orang, pemberian kemudahan dalam Muamalah mereka dan 

merupakan sikap toleransi bentuk tolong menolong dalam melunasi utang 

serta memberikan ketenangan kepada mereka.  

Sebagian orang menganggap bahwa hiwalah tidak sejalan dengan 

qiyas, karena akad Hiwalah adalah menjual utang dengan utang, 

sedangkan menjual utang dengan utang sebenarnya tidak diperbolehkan.
16

 

Jadi, dibolehkannnya menjual utang dengan utang dalam Hiwalah 

adalah karna tidak sejalan dengan Qiyas. Ibnul  Qayyim telah membantah 

                                                             
15

 Ibid 
16

 Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-hari, (Jakarta: gema insani presss, 2005),  h .425. 
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anggapan ini dan menjelaskan bahwa hiwalah sesuai dengan Qiyas, karena 

ia termasuk dalam jenis pemenuhan kewajiban , bukan jual beli utang. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa hiwalah 

adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berhutang (al-

mudin) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang 

tersebut.  

 

2. Dasar Hukum Hiwalah 

Hiwalah ini di syari‟atkan oleh Islam dan dibolehkan olehnya 

karena adanya maslahat, butuhnya manusia kepadanya serta adanya 

kemudahan dalam bermuamalah. Dalam Hiwalah  juga terdapat bukti 

sayang kepada sesame, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, 

membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan hutangnya  dan 

menenangkan hati mereka. Dibawah ini akan dipaparkan  landasan 

Syari’ah dan landasan hokum posituf tentang hokum hiwalah: 

a. Landasan Hukum 

1. Al-Qur‟an  

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar” (Q.S Al-Baqarah: 282) 
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2. Hadist 

Hiwalah  merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh 

syara’ karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan 

kepada hadis Nabi yang diriwayatkan dari  Abu Hurairah bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: “Menunda-nunda pembayaran oleh 

orang kaya adalah penganiayaan dan apabila salah seorang diantara 

kamu diikutnya (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka 

ikutilah” (H.R. AL-Bukhari dan Muslim)
17

 

3. Ijma‟ 

Para ulama telah srpakat bahwa hiwalah  diperbolehkan, 

tanpa ada yang menolaknya seorang pun. Karena akad ini 

dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudahkan kehidupannya. 

4. Qiyas  

Kebolehan akad hiwalahdi-qiyas-kan (dianalogikan) kepada 

kebolehan akad kafalah. Karena didalamnya terdapat kesamaan 

dalam hal bahwamuhal ‘alaih’  dan kafil mempunyai keharusan 

melaksanakan haknya dan mempercayakan dalam memindahkan 

pemindahan hutang
18

 

3. Rukun dan Syarat Hiwalah 

a. Rukun hiwalah 

Menurut hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dari orang yang 

memindahkan (al-muhil) dan qabul dari orang yang dipindahkan  (al-

                                                             
 17 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2013), h.448. 

18
 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syari’ah , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2016, h. 228-229. 
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muhal) dan yang dipindahi hutang (al-muhal alaih) sedangkan menurut 

Malikiyah rukun hiwalahada empat, yaitu: 

1) Muhil (orang yang memindahkan) 

2) Muhal bih  

3) Muhal alaih (orang yang dipindahi hutang) dan 

4) Shighgat
19

 

 

Syarat yang berhubungan dengan muhil adalah sebagai berikut: 

1) Cakap dalam melakukan akad, yaitu balig dan berakal
20

 

2) Adanya keridhoan darinya, karena hiwalah adalah pembebasan 

yang didalamnya mengandung makna kepemilikan. 

Syarat yang berhubungan dengan muhal  adalah sebagai berikut: 

1) Cakap dalam melakukan akad, yaitu balig dan berakal. 

2) Adanya keridhaan darinya. 

3) Sempurna kabulnya di majis akad. Pendapat ini dikemukakan oleh 

Imam Abu Hanifah dan Muhammad. 

Syarat yang berhubungan dengan  Muhal bih  adalah sebagai berikut: 

1) Berupa utang muhil kepada muhal dan utang muhal ‘alaih kepada 

muhil. Pendapat ini disepakati para ulama. 

2) Utang itu bersifat pasti. Maksudnya utang yang tidak gugur dari 

madin pada waktu tertentu. Oleh karna itu utang yang timbul
21

 

b. Syarat hiwalah 

                                                             
19

 Ibid, h. 229. 
20

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,  (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), h, 224. 
21

 Ibid 
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Sedangkan syarat-syarat hiwalah, yaitu: 

1). Persetujuan parab pihak terkait 

2). Kedudukan dan kewajiban para pihak
22

 

c. Berakhirnya Akad Hiwalah 

Hiwalah berakhir karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 

1) Akad hiwalah  telah fasakh. 

apabila akad hiwalah  telah fasakh (batal) maka hak  muhal 

untuk menuntut utang kembali kepada muhil. Pengertian fasakh  

dalam istilah  fuqaha adalah berhentinya akad sebelum tujuan 

akan tercapai.  

2) Hak muhal  (utang) sulit untuk dapat kembali karena muhal 

alaih meninggal dunia, boros, atau lainnya. Dalam keaadan 

semacam ini, urusan kembali kepada muhili. 

3) penyerahan harta oleh muhal ‘alaih’ kepada  muhal. Hal ini 

cukup jelas karena tujuan hiwalah, yaitu diterimanya harta 

sudah tercapai. 

4) Meninggalnya  muhal  dan  muhal ‘alaih mewarisi harta  

hiwalah. Hal ini dikarenakan warisan merupakan salahsatu 

sebab kepemilikan atas  harta. Dengan demikian, muhal ‘alaih’  

secara otomatis mwmiliki hutang yang dipindahkan tersebut. 

5) Muhal menghibahkan harta kepada muhal ‘alaih dan ia 

menerimanya. 

                                                             
22

 Askarya,  Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.108. 
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6) Muhal menyedekahkan harta kepada  muhal  ‘alaih dan ia 

menerima sedekah tersebut. 

 

4. Akibat Hukum Hiwalah 

Jika akad hiwalah telah terjadi, maka akibat hukum dari akad 

adalah sebagai berikut: 

a. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk 

membayar hutang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi 

terlepas.  

b. Akad hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk 

menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga. 

c. Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya al-hiwalah al-

muthalaqah berpendapat bahwa jika ada akad hiwalah  al-

muthalaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak 

dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka 

tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya tetap 

berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak 

tidak sama. 

Abu Hanifah, Syarih dan Usman mengatakan: “orang yang 

menghutangkan (muhal) kembali lagi (kepada si muhil) jika muhal ‘alaih 

meninggal dunia atau membantah hiwalah
23

 

 

                                                             
23

 Sayid sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset,1993).h.44. 
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C. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Diantara  peneliti yang menulis berkaitan tentang proses Hutang 

Piutang antara lain, sebagai berikut: 

1. Skripsi Leli Nurmawati yang berjudul “Tinjauan Ekonomi 

Islam Pada Praktik Rentenir Dilingkungan Masyarakat Desa 

Kota Raman Kecamatan Raman Utara tahun 2009”. Fokus 

penelitian ini adalah bahwa secara ekonomi Islam sesuai 

tinjauannya berdasarkan landasan teori yang ada, kinerja dari 

rentenir tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, meskipun 

dalam memberi kelonggaran pada pelunasan  hutang , rentenir 

sudah sesuai dengan syarat hutang piutang dalam menunda 

tagihan bila yang berhutang belum mampu melunasi.
24

 

2. Skripsi Evi Kurniati  yang berjudul “Sanksi Finansial atas 

Penngguhan Hutang Ditinjau dari  Ekonomi Islam Tahun 2009 

(Studi Kasus di Koperasi Kredit Setia Bhakti Metro). Fokus 

penelitian ini adalah diperoleh hasil bahwa sanksi finansial 

yang diberikan tidak boleh ditetapkan semenjak dini untuk 

membedakannya dari riba jahiliyah.
25

 

 

 

 

                                                             
24 Leli Nurmawati, Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktilk Rentenir di Lingkungan 

Masyarakat Desa Kota Raman Kecamatan Raman Utara Tahun 2009, Skripsi dipublikasi. 
25 Eva Kurniati, Sanksi Finansial Atas Penangguhan Hutang Ditinjau dari Ekonomi Islam 

Tahun 2009, Studi Kasus di Koperasi Kredit Setia Bhakti Metro, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2011). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode field Research (penelitian lapangan) 

yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan, tempat atau 

lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.
26

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 

C. Subjek Dan Objek Penelitian 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak anggota kelompok PNM 

(Permodalan Nasional Madani) Mekaar dan pengurus/pegawai PNM 

(Permodalan Nasional Madani)  Mekaar di Desa Beringin Jaya Kecamatan 

Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.  

2. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng 

dalam Pembayaran Hutang PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar 

Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan. 

 

 

 

                                                             
26 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 

Ke-1 h. 80. 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian   

1. Populasi  

Didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generealisasi 

hasil penelitian
27

.  Populasinya yaitu  berjumlah 3 kelompok (peminjam) 

yang berjumlah 30 orang dan 2 orang (pengurus/pegawai) PNM Mekaar 

cabang Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan 

teknik sampling.
28

  Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk 

mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik 

disebut sampel yang representatif, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik purposive. Maka yang dijadikan sebagai yaitu 

diambil dari 2 orang pengurus dan anggota kelompok di PNM 

(Permodalan Nasional Madani) Mekaar Desa Beringin Jaya Kec 

Torgamba. 

E. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

sumber data yaitu:  

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

dengan secara langsung dari lapangan melalui penelitian baik dengan 

                                                             
27 Sarifuddin, Azwar, Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), h.77. 
28 Husaini Usman, Purnama Seriady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-2 h. 88.  
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wawancara atau observasi maupun kuiesioner.
29

  Sumber Primer dalam 

penelitian ini yaitu pemberi hutang (Muhal) dengan uang memberikan 

modal usaha kepada penerima hutang (Muhal „Alaih) dengan Sistem 

Tanggung Renteng. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber-

sumber dari data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan masalah yang 

sedang diteliti. Data tersebut didapatkan dengan cara mempelajari buku-

buku, jurnal, internet (website), hasil-hasil penelitian serta literatur yang 

dapat mendukung penelitian yang berkaitan dan relevan dengan masalah 

penelitian serta untuk melengkapi data primer.  

3. Data Testier 

Data testier, yaitu bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer 

dan sekunder. Misalnya, kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

a. Obsevasi  

Pengumpulan data secara langsung kepada anggota kelompok peminjam 

dan pengurus/pegawai PNM Mekaar cabang Desa Beringin Jaya 

Kecamatan Torgamba untuk mengetahui bukti secara jelas apa yang 

menjadi fokus penelitian.
30

 

 

                                                             
29V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 

h. 73. 
30 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

(Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h. 76. 
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b. Wawancara  

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam, wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal 

antar seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-

data yang valid yaitu data-data yang menunjukkan sesuatu yang ingin 

diketahui.
31

 

c. Dokumentasi 

Selain mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi, peneliti 

juga mengumpulkan data melalui dokumentasi yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti.   

d. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam 

mencari dan mengumpulkan data yang dapat mendukung dan menguatkan 

penelitian yang penulis lakukan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji 

berbagai literature yang mendukung dan berkaitan dengan objek 

penelitian.  

G. Teknik Analisis Data 

Analisa data yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriftif 

kualitatif menurut Mulyono,
32

  metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang 

menggambarkan dan mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan 

kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas 

                                                             
31Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 137. 
32 Dedi Mulyono, Metode Penelitian Kualitatif Paradikma Baru Ilmu Komunikasi  

Dan Ilmu Soaial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 8. 
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sehingga dapat diambil kesimpulan serta tepat sesuai dengan pokok 

permasalahan. 

Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalan penelitian ini 

adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa 

yang kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai 

sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai 

hutang piutang yang sifatnya umum. Kemudian diolah untuk diambil data data 

yang sifatnya khusus mengenai Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran 

hutang PNM (Permodalan Nasional Madani)  Mekaar Desa Beringin Jaya 

Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 

H. Metode Penulisan  

a. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian di analisa dan ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Deskriptif, yaitu mengungkapkan uraian fakta yang diambil dari lokasi 

penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis 

sampaikan yaitu:  

1. Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Desa Beringin Jaya 

Kecamatan Togamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan 

perjanjin yang sasarannya adalah masyarakat yang perekonomiannya 

menengah kebawah dan pihak PNM Mekaar (Menciptakan Keluarga 

Sejahtera), peminjaman ini berbasis kelompok yang beranggotakan 

sebanyak 10 sampai 15 orang anggota dalam satu kelompok, dalam 

pengembalian hutang diberlakukan Sistem Tanggung Renteng dengan 

tujuan agar lancarnya angsuran dan diberlakukan sejak awal berdirinya 

salah satu produk BUMN tersebut yang kemudian menjadi tanggung 

jawab dalam kelompok tersebut. 

2. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Sistem Tanggung Renteng di Desa 

Beringin Jaya Kecamatan Togamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan 

telah memenuhi syarat dan rukun yang diberlakukan juga menjadi sarana 

tolong menolong bagi sesama anggota dalam kelompok dan menciptakan 

kedisiplinan dan jelas dalam pengembalian hutang dan demi kelancaran 

bersama, karena memberikan lebih banyak manfaat dari pada 

mudharatnya. 
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B. Saran 

Dalam skripsi ini akan menyampaikan saran yang mungkin perlu diulas 

kembai: 

1. Untuk masyarakat yang ingin melakukan peminjaman di PNM Mekaar 

dianjurkan untuk lebih selektif dalam memilih anggota dalam 

kelompoknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat 

terealisasinya tujuan dari hutang piutang itu sendiri. 

2. Untuk seluruh anggota dalam masing-masing kelompok harus 

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah disetujui oleh semua pihak 

di awal perjajian begitu pula untuk pegawai PNM Mekaar untuk lebih 

memperketat persyaratan peminjaman yang di berlakukan dalam program 

Mekaar tersebut. 
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